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PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

I rur 36 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di [ EEEEEEE
I
B scbag2i Pemohon |I;

dan

I, . 32 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di
-
!
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tanggal
03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama  Soreang, dengan Nomor
23/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 03 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan

perkawinan di wilayah |
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I pada tanggal 26

Agustus 2017;

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah

bernama | GGG sch2c-2 . disa<sikan oleh dua
orang saksi yang bernama [ N - -

orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa perhiasan

emas seberat 5 (lima) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon | berstatus
Jejaka, Pemohon Il berstatus Janda Cerai yang dibuktikan dengan akte
cerai Nomor: 5574/AC/2017/PA.Cmi tertanggal 11 September 2017 yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi, dan antara Pemohon | dan
Pemohon 1l tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda
maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang
yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
membina rumah tangga, tinggal di Kampung Lebak Wangi, RT. 002, RW.
002, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; [ GczNNG
B 2ngoal lahir 05 November 2018.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang
menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan
Pemohon | dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut
tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: B-
002/Kua.10.04.30/PW.01/01/2020 dari KUA Kecamatan Soreang,
Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta
Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut agar dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan akta

kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
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7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon | dengan

Pemohon lI;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon | ([l EEEEGE
) <=~ Pemohon i1 (I
) /-9 dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2017 di wilayah
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
3. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon |
dan Pemohon Il telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il akan mencabut permohonanya

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon |l telah

menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa
lebih lanjut permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut yang selanjutnya
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dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis
berpendapat permohonan pencabutan Pemohon | dan Pemohon Il beralaskan
hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan keduan atas Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama kepada Pemohon | dan Pemohon Il dibebankan untuk
membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan ~ permohonan pencabutan  perkara  Nomor
23/Pdt.P/2019/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam rib ).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Suharja, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.l. dan Mustofa Supri
Zulfatoni, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21
Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441
Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Bustanul Aripin, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon I
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Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I. Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan PEMOHON : Rp. 130.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah . Rp. 246.000,00
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